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NOMORSS.O1.05.02 /KEP.41-DINSOS /2022

TENTANG

TIMKOORDINASIPROGRAMKELUARGAHARAPAN
KABUPATENMAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup
kduarga'mi:,;kin ,d8.!:':'rentan melalui aksesibilitas
. terhadap l3.yanan kesehatan, pendidikan dan
kesej~teraan sosial, diperlukan Program Keluarga
Harapan yang dikoordinasikan secara terpadu antar
instansi teF~ait;

b. bahwa sebag~ pelaksanaan ketentuan Pasal28 ayat
(2) Peraturan Menteri,Sosial Republik Indonesia
No'Inor 1 T8hun2o"18 tentang Program Keluarga
Harapan, ,Tim Koordinasi.teknis Program Keluarga
Harapan daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan
Keputusan ~:upatl;,

c. bahwaberda~~kan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalani huruf a Han huruf b, maka perlu
menetapkan Tim ,'Koordinasi Program .Keluarga
HarapanKabupalen Majalengka dengan Keputusan
Bupati. ,"

1. Undl:l1lg--Undang' Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan' "Daerah- Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubahdengan'Undang~Uri&ang Nomor 4 Tahun 1968
tentarig Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten, Subang derigan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14'Tahun 1950 tentrllg Pembentukan
Daerah-Daedili Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi '.Djawa, Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968'Nomor 31, Tambahan
LembiirranNegara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang 3
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10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

16.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 187);

19. Peraturan .4
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten
Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU,yaitu:
a. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan
menyediakan informasi mengenai ketentuan
keikutsertaan dan komitmen kecamatan untuk
berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan;

b. Membantu koordinasi pelayanan kesehatan dan
pendidikan, di tingkat kabupaten dan tingkat
kecamatan;

c. Mengkoordinasikan kegiatan program di kabupaten
dengan tingkat provinsi antara lain menyangkut
fasilitas, koordinasi pelaksanaan survei, data,
sosialisasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia
Program Keluarga Harapan;

d. Memantau laporan kemajuan dan verifikasi komitmen
di fasilitas pendidikan dan kesehatan yang
berpartisipasi melalui Program Keluarga Harapan
tingkat kecamatan;

e. Mensosialisasikan hasH evaluasi proses dan dampak
Program Keluarga Harapan;

f. Menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh operator
untuk mengakses data pusat dan mengolah data di
tingkat Kabupaten dan pendamping di lapangan
untuk sarana pendukung Program Keluarga Harapan;

g. Melaporkan hasH kegiatan kepada Bupati.

KETIGA..... 5



KETIGA

KEEMPAT

Dengan berlalrunya Keputusan mI, mak8'H
Keputusan Bupati < Maj~lerfgka .Nomor 460/Kep:830~
Dinsos / 2021 tent~gTirn Koordinasi Program Keluarga
HarapanKabupateh lVlajalengka,dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.Majalengka
pada tanggal 2fl ...Januari 2022

BUPATIMAJALENGKA,
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KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
Nomor SS.01.05.02jKEP.41-DINSOSj2022
Tanggal 27 Januari 2022
Tentang TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA

HARAPANKABUPATENMAJALENGKA.

SUSUNANPERSONALIATIMKOORDINASI
PROGRAMKELUARGAHARAPANKABUPATENMAJALENGKA

a. Pembina
b. Wakil Pembina
c. Pengarah
d. Penanggungjawab
f. Ketua

g. Sekretaris
h. Anggota

1. Pe1aksana
Administrasi

Bupati Majalengka.
Wakil Bupati Majalengka.
Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Majalengka.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Majalengka;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten
Majalengka;

6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
Kabupaten Majalengka;

7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Majalengka;

8. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka;

9. Pimpinan Cabang Himpunan Bank Milik
Negara Kabupaten Majalengka.

10. Camat se-Kabupaten Majalengka;
11. .Sumber Daya Manusia pada Program

Keluarga Harapan se-Kabupaten
Majalengka;

APIP SUPRIYANTO,S.Sos., Pekelja Sosial pada
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada
Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

j. Pelaksana Teknis 7
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TAUFIKURROHMAN, S.Sos., M.Si., Pekerja
Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;

BUPATIMAJALENGKA,
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